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bahwa peraturan wali kota (perwali) pontianak no. 
12.1 tahun 2025 merupakan regulasi tentang 

perubahan kedua atas peraturan wali kota nomor 32 
tahun 2021 yang mengatur hak keuangan dan 

administratif pimpinan dan anggota dewan 
perwakilan rakyat daerah (dprd) kota pontianak. 

fokus utama dari peraturan wali kota ini meliputi : 

penyesuaian komponen hak keuangan: mengatur 
rincian tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh 

pimpinan serta anggota dprd kota pontianak sesuai 
dengan asas kepatutan, kewajaran, dan kemampuan 

keuangan daerah, administrasi dan operasional: 
menyesuaikan mekanisme administratif pelaporan 

dan tata cara pencairan hak keuangan agar lebih 

akuntabel dan sejalan dengan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 

 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77; Peraturan 
Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2017; 

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 
2019; Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 32 

Tahun 2021. 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 

Maret Tahun 2025. 
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